SUDIL W
TROVINR NV

L DENONARY BN
FPERATURAN DIUSRI G ENERN I\

,.,
(
7

NOMOR = BUHUN 20
TR

PERTANGGUNGJAWARAN FELAUGRITATT ANCRHERIN PN N OGN

AR ENCUION RS G A AQARNRWN NN
DENQAN RAUIMAETHAN NAN NG IR
R AN

Menimbang: a. bahwa wrtuk melaleanakai ReRuTian TRt AN R T NIRRT TR AN A AN g
Pemerintahan Dasral, SeRagainIa rlE: R 2R R RO (R CURER Oasg: avas

NROR OIS MR AR e AN ANARIR
A S} N

Tahun 2013 reoang Swrrdaban Nadta Ams
A R IR R R

Pemerintahan Dactal, Bupat MRuampaian Ruhniga: s e
Pelaksanaan Anggaran: DRudapain Gt Tlnitin IRR TEamis IR a: e R Nt NN
dengan dlampirt ROrE KERANGIN Jg W EICERN QRRT: R NRENNA A N RN

(enam) bulamn setelah MRN QUSRV R AR

Dipindai dengan CamScanner



Mengingat :

—

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Ende Tahun Anggaran 2018.

Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5049);
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10,

11.

12.

13.

14,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintnhan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Talun 2014 Nomor 244) sebagaimann telah diubah bebernpn kall ternkhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahnn Kedua Alas Undangs Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2015Nomor 58, Tambuahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolann Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4502);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesin Nomor 4575);
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

Peraturan
a Republik Indonesin Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara

(Lembaran Negar

Republik Indonesia Nomor 45706);
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 8
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71T
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin: Nomor

ahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesin
5165);

peraturan Pemerintah Nomor
Tahun 2019 Nomor #

12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangnn Dacrah (Lembaran Negara

: o, = . wv Re e ql . Y.
Republik Indonesia 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 6322);
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15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014- 2019 ( Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2011
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 );

Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017

Nomor 11);
Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018

Nomor 3).
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE
dan
BUPATI ENDE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2018.
Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :

Laporan realisasi anggaran;
Neraca;
Laporan arus kas;

. Laporan Operasional;
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Perubahan Ekuitas;

o p

e Ao

g. Catatan atas laporan keuangan.
(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan

badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
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Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal

a. Pendapatan
b. Belanja
Selisih Kurang /Defisit
c. Pembiayaan
¢ Penerimaan
* Pengeluaran
Selisih Lebih /Surplus

Pasal 2

Rp
Rp

1 huruf a tahun anggaran 2018 sebagai berikut :

1.096.894.674.516,31
1.106.522.203.123,19

Rp

9.627.528.606,88

Rp
Rp

71.850.919.750,76
2.500.000.000,00

Rp

69.350.919.750,76

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih realisasi pendapatan dengan anggarannya adalah Rp 40.775.718.445,76 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan
b. Realisasi

Selisih kurang/defisit

2. Selisih realisasi belanja dengan anggarannya adalah Rp 100.499.109.589,64 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah perubahan

b. Realisasi

Selisih kurang/defisit

Rp
Rp

1.137.670.392.962,07
1.096.894.674.516,31

Rp

40.775.718.445,76

Rp
Rp

1.207.021.312.712,83
1.106.522.203.123,19

Rp

100.499.109.589,64
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3. Selisih realisasi surplus/defisit dengan anggarannya adalah Rp.59.723.391.143,88 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran setelah perubahan defisit Rp 69.350.919.750,76
b. Realisasi Rp 9.627.528.606,88
Selisih lebih/surplus Rp 59.723.391.143,88

4. Selisih realisasi penerimaan pembiayaan dengan anggarannya adalah Rp00,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp 71.850.919.750,76
b. Realisasi Rp 71.850.919.750,76
Selisih Rp 00,00

5. Selisih realisasi pengeluaran pembiayaan dengan anggarannya adalah Rp00,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp 2.500.000.000,00
b. Realisasi Rp 2.500.000.000,00
Selisih Rp 00,00

6. Selisih realisasi pembiayaan netto dengan anggarannya adalah Rp 00,00 dengan rincian sebagai berikut :

. i)
a. Anggaran pembiayaan netto Rp 69.350.919.750,76
' alisa. p 69.350.919.750,76
b. Realisasi R
Selisih P 00,00
elis R 0
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Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp 1.501.573.586.283,82

b. Jumlah Kewajiban Rp 628.369.602,00

c. Jumlah Ekuitas dana Rp 1.500.945.216.681,82
Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢ untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2018 Rp 53.725.119.107,98
b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp 136.747.182.703,27
c. Arus kas dari aktivitas investasi (Rp (144.454.241.637,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp 00,00
e. Arus kas dari aktivitas transitoris Rp (2.487.578.523,00)
f. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 31.549.202,00
h. Saldo kas akhir per 31 Desember 2018 Rp 43.530.481.651,25
Pasal 6

O ional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
Laporan Operas:

i ikut :
faligf 1201 S ackage thar 2 Rp 926.084.550.850,91
a,., Pendapatan Rp 839.969.351.806,31

b. Beban
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c. Surplus/ Defisit sebelum pos luar biasa

Rp

d. Pos Luar Biasa Rp

e. Surplus/ Defisit Laporan Operasional Rp
Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurufe sampai dengan 31 Desember tahun

2018 sebagai berikut :

Saldo Anggaran Lebih Awal

a. Rp
b. Penggunaan SAL Rp
c.  SILPA Rp
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp
Pasal 8

86.115.199.044,60
250.000.000,00
85.865.199.044,60

71.850.919.750,76
71.850.919.750,76
59.723.391.143,88
59.723.391.143,88

Laporan Perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31

Desember tahun 2018 sebagai berikut :
a. Ekuitas Awal
b. Surplus/ Defisit- LO
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan
Mendasar
d. Ekuitas Akhir

C.

Rp
Rp

Rp
Rp

1.429.147.836.536,29
85.865.199.044,60

(14.067.818.899,07)

1.500.945.216.681,82
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maupun kualitatif atas POs-pos laporan keuangan.

Pasal 10
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini,terdiri dari :

a. Lampiran I ¢ Laporan realisasi anggaran;
Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran 1.2 ! Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah organisasi
]

pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program dan kegiatan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan

Lampiran 1.4
pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
Lampiran 1.5 : Daftar piutang daerah;
Lampiran 1.6 Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Lampiran 1.7 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah

10
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Lampiran 1.8 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan
kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Lampiran 1.9 : Daftar dana cadangan daerah lainnya;
Lampiran 1.10  : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
b. Lampiran II : Neraca
c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan
Pasal 11

Lampiran laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V

b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI

Pasal 12
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawab Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

11
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Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 12 A’j uskds 2019

# WAKIL BUPATI ENDE

v -

L H. DIAFAR H. ACHMAD

Diundangkandi Ende
pada tanggal | 2. AﬂUS‘é‘”—S 2019

4 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,Y

o

STINUS G. NGASU

ENDE TAHUN 2019 NOMOR L[
VINSI NUSA TENGGARA TIMUR 011 /2019

LEMBARAN DABRAH KABUPATEN

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE PRO
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